
BAB V 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah upaya pemerintah guna mendukung 

dan meningkatkan suatu pendidikan di Indonesia khususnya kebijakan ini dibuat  untuk 

masyarakat yang dinilai kurang mampu. Suatu kebijakan bisa dikatakan berjalan atau tepat 

apabila kebijakan tersebut di implemntasikan atau dilaksanakan oleh implementor atau 

pelaksana yang memiliki memang memiliki keahlian dalam bidangnya. 

Dari hasil peneitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di 

Kecamatan Kaliwates dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Proses Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dilaksanakan 

Oleh lembaga pendidikan terkait khususnya terhadap masyarakat kecamatan kaliwates. 

Dalam pengimplementasiannya kebijakan ini memang sudah dijalankan oleh implementor 

atau pelaksana dilapangan sesuai dengan isi dari Kebijakan KIP itu sendiri mulai dari 

1. Proses penyuluhan Kebijakan KIP kepada masyarakat terutama siswa – siswa 

mulai dari SD hingga SMA. 

2. Proses Mendapatkan KIP. 

3. Proses Penentuan masyrakat yang berhak menerima KIP. 

4. Proses Monitoring hingga proses evaluasinya. 

Dari pengimplementasiannya dilapangan tentunya implementor atau pelaksana 

kebijakan harus sesuai dengan standard operasional atau SOP yang telah diberikan oleh 

pemerintah guna tercapainya tujuan tanpa ada kendala-kendala yang dapat menghambat 

berjalannya  kebijakan tersebut. 

Sebuah kebijakan bisa dikatakan berjalan apabila sebuah kebijakan tersebut telah 

berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu tingkat efektivitas peran kerja implementor 

harus sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya oleh masyarakat. Dan dapat 

diketehui bahwa efektivitas peran pelaksana dilapangan dalam pengimplementasiannya di 

Kecamatan Kaliwates sudah berjalan dengan baik namun nyatanya dalam hal 

pengimplementasiannya dilapangan  masih kurang dengan diindikasikan  bahwa masih  

banyak masyarakat yang terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan KIP, hal ini 

tenntunya menjadi koreksi tersendiri kepada implementor lembaga yang menjalankan 



sebuah kebijakan tersebut. Dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya suatu proses 

dalam implementasi kebijakan yang dijalankan dilapangan antara lain: 

1. Mengetahui tingkat efektifitas implementor dalam menjalankan suatu program 

atau kebijakan. 

2. Mengetahui langsung apa kondisi masyarakat 

3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur lembaga yang lebih informative dalam 

menjalankan sebuah kebijakan 

4. Sebagai wujud riil sebuah implementasi yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undagan. 

Manfaat yang diperoleh sebenarnya tidak terbatas pada 4 hal diatas karena masih 

bayak hal positif lainnya. 

6.2 Saran 

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas penulis memerikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Perlunya meningkatkan proses sosialisasi pemerintah khususnya lembaga atau 

implementor terkait dengan masyarakat dalam proses pengimplementasian 

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar. 

2. Perlunya meningkatkan koordinasi dan komunkasi dengan baik antara 

pemerintah dalam artian pembuat kebijakan KIP dengan implementor atau 

lembaga yang menjalankan kebijakan KIP tersebut. 

3. Pemerintah serta lembaga terkait seharusnya dpat lebih menampung aspirasi 

masyarkat. 

4. Perlunya pemerintah meningkatkan efektifitas kerja guna mencapai suatu tujuan 

yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah dibuat. 
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